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Abstrak -This research aims to determine the influence of perceptions of justice, culture, gender, love of 
money, and religiosity on tax evasion by highlighting it from the perspective of the Tri Hita Karana philosophy. 
The sample in this research is Taxpayers registered at KPP Sukomanunggal Surabaya. The sampling method 
in this research is non-probability, namely convenience sampling. The sample size in this study was determined 
by mathematical calculations using the Slovin formula. Based on this sampling technique, 150 questionnaires 
were distributed with QR Codes and Gforms and 129 were returned, while only 100 questionnaires were filled 
in correctly. The data analysis method used in this research is multiple linear regression with the help of SPSS. 
The research results show that justice, culture, love of money, and religiosity partially influence tax evasion. 
Meanwhile, gender has no effect on tax evasion.. 
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1. PENDAHULUAN 
Pajak merupakan salah satu pilar utama dalam penerimaan negara, yang vital untuk 

pembangunan dan pembiayaan pemerintah. Pada tahun 2010 sampai 2015 pajak telah memberikan 
kontribusi sebesar 70% terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Persentase 
yang tinggi tersebut menegaskan bahwa pajak memainkan peran kunci dalam mengisi kas negara, 
dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya. Selain itu, penekanan pada peningkatan 
kepatuhan wajib pajak adalah langkah penting dalam memastikan bahwa penerimaan pajak 
mencapai potensinya yang penuh. Dalam konteks Indonesia, sistem self-assessment menunjukkan 
bahwa negara mengandalkan pada kewajaran dan kejujuran wajib pajak dalam melaporkan dan 
membayar pajak mereka sendiri. 

Sistem self-assessment merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan 

wewenang kepada wajib pajak (WP) untuk menentukan jumlah pajak yang terutang setiap tahun 
sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Resmi, 2014, hlm. 11). Hal ini 
menempatkan tanggung jawab besar pada WP untuk memastikan bahwa WP melaporkan 
pendapatan mereka dengan benar dan membayar jumlah pajak yang sesuai. Otoritas pajak memiliki 
peran penting dalam memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban 
pajak oleh WP. Otoritas pajak harus memastikan bahwa wajib pajak memahami dengan benar 
ketentuan perpajakan dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di Indonesia, 
otoritas pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bertanggung jawab atas pengelolaan 
sistem perpajakan. DJP harus menjalankan perannya secara efektif dalam memberikan bimbingan 
kepada WP dan memastikan kepatuhan WP terhadap undang-undang perpajakan, sehingga sistem 
self-assessment dapat berfungsi dengan baik untuk kepentingan penerimaan pajak dan keadilan 
pajak secara keseluruhan. 

Fenomena resistensi pajak yang dilakukan untuk meminimalkan pembayaran pajak sering 
terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia. Resistensi pajak dapat dilakukan dengan 
penghindaran pajak, penggelapan pajak, pelaporan pendapatan yang tidak akurat, penggunaan 
keuntungan pajak yang legal, dan ketidakpatuhan pasif. Pada penelitian ini akan berfokus pada 
penggelapan pajak (tax evasion). Penghindaran pajak (tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax 
evasion) adalah salah satu contoh resistensi aktif terhadap pajak (Kirchler et al., 2003). 
Penghindaran pajak (tax avoidance) mengarah pada upaya pengurangan pajak secara legal dengan 
mencari celah atau kelemahan peraturan pajak, sedangkan penggelapan pajak (tax evasion) 
mengarah pada upaya pengurangan pajak seccara ilegal dengan melibatkan penipuan, 
penyembunyian, atau penghilangan catatan (Fisher, 2014).  
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Di Indonesia, penggelapan pajak (tax evasion) pada tahun 2024 Kejaksaan Tinggi DIY 

bersama Kanwil Ditjen Pajak DIY melakukan penyitaan aset PT Purbalaksana Jaya Mandiri 
(perusahaan distributor minyak goreng) atas kasus pelanggaran tentuan Pasal 39 Ayat (1) huruf d 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Perusahaan dengan sengaja menyampaikan surat 
pemberitahuan dan atau surat keterangan yang isisnya tidak benar yang menyebabkan kerugian 
negara sebesar Rp. 46.782.765.900 (Agus Dwi, 2024). Februari 2023, DJP CV DA dan CV TJ 
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dengan cara menerbitkan dan menggunakan faktur 
pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau faktur pajak fiktif melalui kedua perusahaan 
yang dimilikinya dan menjual faktur pajak fiktif tersebut kepada perusahaan-perusahaan yang 
membutuhkan. Atas perbuatan keduanya sejak tahun 2011 s.d. 2015, negara dirugikan hingga 
Rp244.836.899.130 (eka sila, 2023). Oktober 2022, DJP menyerahkan tersangka beserta barang 
bukti penggelapan pajak dan pencucian uang oleh PT LMJ, dimana direktur perusahaan menjadi 
tersangka yang diduga kuat dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dengan 
cara tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Ia juga dengan sengaja tidak menyetorkan 
sebagian pajak yang telah dipungut dengan cara hanya melaporkan sebagian penyerahan jasa kena 
pajak dalam SPT perusahaan miliknya serta hanya membayar pajak ke kas negara atas sebagian 
dari pajak yang telah dipungut oleh perusahaannya. Atas perbuatannya tersebut, negara dirugikan 
hingga Rp26,9 miliar (Fitri Novia Heriani, 2022). 

Berdasarkan kasus penggelapan pajak tersebut menjelaskan bahwa perilaku ketidaktaatan 
wajib pajak dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, kewajiban moral, dan kontrol perilaku yang 
dirasakan. Theory Planned of Behavior (TPB) mampu menjelaskan perilaku wajib pajak dalam 
memenuhi kewajibannya, dimana teori ini pertama kali dikemukakan oleh Ajzen pada tahun 1991 
yang menyatakan bahwa niat untuk melakukan berbagai jenis perilaku dapat diprediksi dari sikap 
terhadap perilaku (Lee et al., 2017). Sebuah niat dalam berperilaku merupakan penentu utama 
kinerja perilaku, yang ditentukan oleh tiga variabel : sikap (evaluasi perilaku positif atau negatif), 
norma subjektif (tekanan sosial untuk melakukan perilaku), dan kontrol perilaku yang dirasakan 
(Chen et al., 2024). 

Penelitian tentang penggelapan pajak sebenarnya sudah cukup banyak namun sebagian 
besar penelitian hanya berfokus pada aspek teknis seperti aspek hukum dan teknik penggelapan 
pajak. Penelitian penggelapan pajak dari sudut pandang etika dari pribadi wajib pajak masih sangat 
jarang dilakukan terutama jika dihubungkan dengan filosofi Tri Hita Karana (Ariyanto, 2020).  

Keadilan berhubungan dengan manfaat yang diperoleh wajib pajak atas pajak yang telah 
dibayarkan. Keadilan perpajakan atas tarif pajak dan pengolahan hasil pemungutan pajak, jika 
pemerintah dapat mengelolah hasil pemungutan pajak dengan bijak maka para wajib pajak akan 
merasa tidak etis melakukan tax evasion (Sofia Prima Dewi, 2020). Selain itu, Pemungutan  pajak  
harus  dilakukan  dengan  adil  yaitu  harus sama  rata  tidak  menguntungkan  suatu  pihak  atau  
golongan  tertentu (Sari et al., 2021).   

Budaya berhubungan dengan perilaku individu dan organisasi pada suatu tempat. Individu 
atau organisasi dapat disebut juga sebagai budaya lintas nasional dimana karakteristik  budaya 
nasional memainkan peran penting (Tsui et al., 2007). Keaneka ragaman budaya mengembangkan 
konteks dan interpretasi peristiwa yang dapat mempengaruhi sikap masyarakat terhadap 
penggelapan pajak. Berbagai variasi budaya menunjukkan nilai-nilai dan norma-norma perilaku 
tertentu yang diungkapkan untuk menafsirkan sikap individu atau bagaimana hubungan sosialnya 
sehari-hari mempengaruhi penggelapan pajak (Voogt & Oke, 2003)  

TPB menunjukkan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh tiga jenis keyakinan, yaitu, 
keyakinan perilaku, keyakinan normatif, dan keyakinan kontrol. Dalam konteks ini, love of money 
berhubungan dengan keyakinan perilaku. Love of money adalah suatu sikap cinta terhadap uang 
(Tang, 1992). Love of money adalah sikap cinta terhadap uang yang dianggap sebagai komponen 
penting dalam hidup yang dapat meningkatkan kesuksesan seseorang serta mendorong seseorang 
untuk menjadi kaya dan memiliki banyak uang (Aji et al., 2021). Konsep love of money mengukur 
perasaan subjektif seseorang tentang uang. Etika uang yang tinggi juga disebut love of money, yang 
diterapkan ketika seseorang menaruh minat besar pada uang dan berpikir uang adalah segalanya 
dalam hidupnya (Tang, 1992).  

Menurut teori peran gender, laki-laki dan perempuan cenderung menempatkan peran 
mereka sesuai dengan persepsi masyarakat (Ganinda & Hidayatulloh, 2023). Beberapa penelitian 
menemukan bahwa perempuan memiliki sikap etis yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki 
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sehingga lebih kecil kemungkinan untuk melakukan tindakan yang tidak etis, hal ini dilihat dari 
perilaku yang berbeda dalam bersosialisasi, laki-laki menekankan persaingan, sedangkan 
perempuan menjaga hubungan sosial (Khoerunissah et al., 2022).  

Tingkat keagamaan seseorang dapat memberikan nilai-nilai etika yang baik dalam 
menjalankan kehidupan sehari-harinya sambil mempertahankan nilai-nilai keagamaan yang mereka 
pelajari dari pengalamannya sendiri sehingga akan merasa bersalah jika melakukan tindakan yang 
tidak etis (Auliana & Muttaqin, 2023). Jika seseorang sangat religius, mereka akan sangat taat 
kepada agama mereka dan diharapkan dapat mengendalikan hal-hal yang tidak baik seperti 
menggelapkan pajak (Choiriyah & Damayanti, 2020).  

Gap research pada penelitian ini adalah peneliti mencoba memasukan filosofi Tri Hita 
Karana dalam etika penggelapan pajak dengan menyoroti para Wajib Pajak. Filosofi Tri Hita Karana 
merupakan konsep atau ajaran dalam Agama Hindu yang menitik beratkan pada tiga unsur utama 
yaitu: Sanghyang Jagatkarana (Tuhan Yang Maha Esa), Bhuana (Alam), dan manusia. Konsep 
filosofi Tri Hita Karana diharapkan dapat mencegah tax evasion, karena filosofi tersebut dapat 
membimbing sikap dan perilaku Wajib Pajak serta mendorong WP dalam menjaga integritas mereka. 
Filosofi Tri Hita Karana akan dimasukkan dalam unsur variabel keadilan, budaya, love of money, 
gender dan religiusitas. 

Theory Planned of Behavior (TPB) pertama kali dikemukakan oleh Ajzen pada tahun 1991 
yang menyatakan bahwa niat untuk melakukan berbagai jenis perilaku dapat diprediksi dari sikap 
terhadap perilaku (Lee et al., 2017). Sebuah niat dalam berperilaku merupakan penentu utama 
kinerja perilaku, yang ditentukan oleh tiga variabel : sikap (evaluasi perilaku positif atau negatif), 
norma subjektif (tekanan sosial untuk melakukan perilaku), dan kontrol perilaku yang dirasakan 
(Chen et al., 2024). 
1.1. Pengaruh Keadilan terhadap Persepsi Etika Penghindaran Pajak 

TPB relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya (Mustikasari, 2007; Bobek dan Hatfield, 2003). TPB menunjukkan perilaku 
manusia diarahkan berdasarkan tiga jenis keyakinan, yaitu keyakinan perilaku, keyakinan normatif 
dan keyakinan kontrol. Dalam konteks ini, keadilan terkait dengan keyakinan perilaku. Keyakinan 
perilaku mengacu pada keyakinan individu pada Pengaruh keadilan, budaya dan cinta 249 hasil 
dari suatu perilaku (keyakinan kekuatan) dan evaluasi pada hasil (evaluasi hasil) disebut sikap 
terhadap perilaku. Prinsip keadilan terkait dengan prinsip kesetaraan yang menyatakan bahwa 
pemungutan pajak harus final, adil dan merata (Adams, 1965).  

Keadilan adalah persepsi individu tentang sistem pajak. Pajak dibebankan secara adil 
kepada wajib pajak sebanding dengan kemampuan mereka untuk membayar berdasarkan 
penghasilan kena pajak (Smith, 1937). Ketika wajib pajak tidak merasa bahwa jumlah pajak yang 
harus mereka bayarkan tidak adil, itu akan mempengaruhi niat mereka untuk berperilaku tidak 
patuh. Jika pajak yang dibayarkan dan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah dianggap 
adil dan merata, maka wajib pajak cenderung mematuhi UU Perpajakan dan hal ini berdampak 
positif terhadap kepatuhan pajak (Feld dan Frey, 2002; Torgler et al., 2008). McGee dan Bernal 
(2006) menyelidiki pendapat mahasiswa ekonomi di Polandia dan temuan mereka menunjukkan 
bahwa ketika sistem pajak dianggap tidak adil atau pemerintah dianggap korup, penipuan pajak 
dibenarkan. McGee dan Tarangelo (2008) melakukan studi komparatif di AS dan Hong Kong dan 
menemukan bahwa dalam kondisi tertentu seperti ketika pemerintah korup atau ketika sistem 
pajak tidak adil, penipuan pajak dapat diterima secara etis. Beberapa peneliti sebelumnya 
menunjukkan bahwa keadilan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi etis 
tentang penghindaran pajak. Penelitian tersebut dilakukan oleh Chu et al. (2007), Beard et al. 
(2009), Permatasari dan Laksito (2013), Basri dan Surya (2014) dan Annisa'ul Handayani dan 
Cahyonowati (2014). Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis pertama adalah sebagai berikut: 
H1 :  Keadilan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak 
1.2. Pengaruh Budaya terhadap Persepsi Etika Penghindaran Pajak 

Budaya berasal dari kata Yunani “ethos” yang berarti kebiasaan (Salsabila Kamaliah et al., 
2023). Budaya (culture) adalah pemikiran kolektif yang membedakan orang-orang dalam suatu 
kelompok atau kategori dari yang lain (Hofstede, 2001). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa 
budaya adalah semua cara kelompok sosial dalam berpikir, merasa, dan bertindak, yang 
membedakan mereka dari kelompok sosial lain (Aldhian & Damayanti, 2021). Perilaku dalam 
budaya lintas nasional sebagai studi tentang perilaku individu dan organisasi di mana karakteristik 
budaya nasional memainkan peran utama sebagai variabel independen atau moderasi (Tsui et al., 



JURNAL ILMIAH RAFLESIA AKUNTANSI  VOLUME 10  NOMOR 1  TAHUN 2024 

 Halaman 649 
JIRA@2024 

 

2007). Keanekaragaman budaya dikembangkan dalam konteks dan interpretasi peristiwa yang 
dapat mempengaruhi sikap masyarakat terhadap penggelapan pajak. Berbagai variasi budaya 
menunjukkan nilai-nilai dan norma-norma perilaku tertentu yang diungkapkan untuk menafsirkan 
sikap individu atau bagaimana hubungan sosialnya sehari-hari mempengaruhi penipuan pajak. 
Studi sebelumnya menemukan keragaman dalam penghindaran pajak terjadi karena pola dalam 
konteks budaya yang berbeda (Voogt & Oke, 2003). 
H2 :  Budaya berpengaruh terhadap penggelapan pajak 
1.3. Pengaruh Love of Money terhadap Persepsi Etika Penghindaran Pajak 

TPB menunjukkan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh tiga jenis keyakinan, yaitu, 
keyakinan perilaku, keyakinan normatif, dan keyakinan kontrol. Dalam konteks ini, cinta uanlove of 
money berhubungan dengan keyakinan perilaku. Love of money adalah suatu sikap cinta terhadap 
uang (Tang, 1992). Love of money adalah sikap cinta terhadap uang yang dianggap sebagai 
komponen penting dalam hidup yang dapat meningkatkan kesuksesan seseorang serta mendorong 
seseorang untuk menjadi kaya dan memiliki banyak uang (Aji et al., 2021). Karena uang dapat 
membawa kebahagiaan tersendiri dan membuat seseorang merasa dihormati, hal ini membuat 
orang yang memiliki tingkat kecintaan uang yang tinggi cenderung menganggap uang sebagai hal 
yang sangat penting dan berpotensi akan melakukan tindak kejahatan untuk memenuhi 
keinginannya tersebut (Salsabila Kamaliah et al., 2023).  

Konsep love of money mengukur perasaan subjektif seseorang tentang uang. Etika uang yang 
tinggi juga disebut love of money, yang diterapkan ketika seseorang menaruh minat besar pada 
uang dan berpikir uang adalah segalanya dalam hidupnya (Tang, 1992). Seorang individu dengan 
etika uang tinggi akan kurang etis dibandingkan orang dengan etika uang rendah. Love of money 
berkaitan erat dengan keserakahan,  dimana individu dengan tingkat cinta uang yang lebih tinggi 
kurang puas dengan pekerjaan mereka  (Tang, 1992). 
H3 :  Love of money berpengaruh terhadap penggelapan pajak 
1.4. Pengaruh Gender terhadap Persepsi Etika Penghindaran Pajak 

Gender adalah   serangkaian   karakteristik   yang   terikat   kepada   dan membedakan 
maskulinitas dan femininitas (Khoerunissah et al., 2022). Menurut teori peran gender, laki-laki dan 
perempuan cenderung menempatkan peran mereka sesuai dengan persepsi masyarakat (Ganinda 
& Hidayatulloh, 2023). Beberapa penelitian menemukan bahwa perempuan memiliki sikap etis yang 
lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki sehingga lebih kecil kemungkinan untuk melakukan 
tindakan yang tidak etis, hal ini dilihat dari perilaku yang berbeda dalam bersosialisasi, laki-laki 
menekankan persaingan, sedangkan perempuan menjaga hubungan sosial (Khoerunissah et al., 
2022).  
H4:  Gender berpengaruh terhadap penggelapan pajak 
1.5. Pengaruh Religiusitas terhadap Persepsi Etika Penghindaran Pajak 
Tingkat keagamaan seseorang dapat memberikan nilai-nilai etika yang baik dalma menjalankan 
kehidupan sehari-harinya sambil mempertahankan nilai-nilai keagamaan yang mereka pelajari dari 
pengalamannya sendiri sehingga akan merasa bersalah jika melakukan tindakan yang tidak etis 
(Auliana & Muttaqin, 2023). 
H5:  Religiusitas berpengaruh terhadap penggelapan pajak 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data yang 
diperoleh dari jawaban kuisioner yang disebarkan kepada sejumlah responden mengenai 
keteranga-keterangan secara tertulis yang berhubungan dengan keadilan, budaya, love of money, 
gender, dan religiusitas serta pemahaman responden terhadap penggelapan pajak. 

Penelitian ini dilakukan di KPP Sukomanunggal Surabaya dimana peneliti menggunakan 
metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah secara non probabilitas yaitu convenience 
sampling. Besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan perhitungan matematis 
menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin adalah rumus atau formula untuk menghitung jumlah 
sampel minimal apabila perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui secara pasti. Teknik 
pengambilan data dengan purposive sampling yaitu responden adalah Wajib Pajak (WP) di KPP 
Sukomanunggal Surabaya, WP memiliki NPWP.  
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1. UJI DESKRIPTIF 

Tabel 1 merupakan hasil uji statistik deskriptif pada masing-masing variabel. Berdasarkan 
tabel 1 dapat diketahui bahwa statistik rata-rata variabel penggelapan pajak memiliki nilai minimum 
17 dan nilai maksimum 77. Penggelapan pajak memiliki rata-rata 56,58 dan memiliki standar deviasi 
8,134.  

Tabel 1 Uji Deskriptif 

 
 
4.2. UJI NORMALITAS 

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan hasil uji normalitas dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-
tailed) sebesar 0,838 yang mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka, dengan nilai tersebut 
model regresi ini dapat dinyatakan berdistribusi normal 

Tabel 2 Uji Normalitas 

 
 

4.3. Uji Multikolinearitas 
Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa kelima variabel independen memiliki nilai tolerance 

> 0,10 dan nilai VIF < 10, sehingga dapat dikatakan bahwa pada model regresi ini tidak terjadi 
gejala multikolinieritas. 
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Tabel 3 Uji Multikolinearitas 

 
 

4.4. Uji Heterokedastisitas 
Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat nilai signifikansi variabel keadilan 0,685 > 0.05, budaya 

0,792 > 0,05, gender 0,691 > 0,05, love of money 0,341>0,05 dan religiusitas 0,869>0,05 artinya 
kelima variabel independen tidak memiliki gejala heteroskedastisitas. 

Tabel 4 Uji Heterokedastisitas 

 
 
4.5. Uji Autokorelasi 

Dalam uji autokorelasi dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi apabila nilai DW berada 
diantara dU dan 4-dU (dU < DW < 4-dU). Hasil penelitian terlihat pada Tabel 5 yaitu nilai dU adalah 
1,571 dan nilai 4-dU adalah 1,780. Berdasarkan tabel 5 nilai DW adalah 1,678. Maka didapatkan, 
1,571 < 1,678 < 1,780 sehingga dapat disimpukan dalam model regresi ini tidak terdapat 
autokorelasi 

Tabel 5 Uji Autokorelasi 

 
 

4.6. Uji Hipotesis 

Tabel 6 menunjukkan hasil ujji hipotesis yaitu variabel keadilan menunjukkan tingkat 
signifikansi 0,000 < 0,05 dan apabila dibandingkan dengan t hitung 5,481 > 1,292 (t-tabel). Sehingga 
dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan berpengaruh signifikan terhadap penggelapan 
pajak, dengan demikian H1 diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitiaj yang menyatakan 
bahwa mahasiswa ekonomi di Polandia akan berasumsi  penghindaran pajak etis jika sistem 
perpajakan tidak adil McGee dan Bernal (2006) Berdasarkan hasil penelitian, keadilan sangat erat 
hubungannya dengan sistem perpajakan atau persepsi/sudut pandang/penilaian individu atas hasil 
yang diterima wajib pajak setelah membayar pajak (memenuhi kewajibannya).  
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Variabel budaya menunjukkan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 dan apabila dibandingkan 
dengan t hitung 5,041 > 1,292 (t-tabel). Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 
budaya berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, dengan demikian H2 diterima. Artinya 
budaya Tri Hita Karana memiliki peran yang sangat penting untuk menekan terjadinya penggelapan 
pajak. 

Variabel gender menunjukkan tingkat signifikansi 0,865 > 0,05 dan apabila dibandingkan 
dengan t hitung -2,171< 1,292 (t-tabel). Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 
gender tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, dengan demikian H3 ditolak. 
Artinya Gender tidak memiliki pengaruh atas perbuatan penggelapan pajak. Penggelapan pajak 
dapat dilakukan oleh laki-laki maupun wanita. 

Variabel love of money menunjukkan tingkat signifikansi 0,021 < 0,05 dan apabila 
dibandingkan dengan t hitung 1,390 > 1,292 (t-tabel). Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan 
bahwa love of money berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, dengan demikian H4 

diterima. Artinya, ketika seseorang sudah merasakan kecintaan mereka terhadap uang maka 
mereka akan berupaya untuk melindungi uang mereka dengan tidak membayar pajak.  

Variabel religiusitas menunjukkan tingkat signifikansi 0,019 < 0,05 dan apabila dibandingkan 
dengan t hitung -2,237 > 1,292 (t-tabel). Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 
religiusitas berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, dengan demikian H5 diterima. 
Artinya, ketika manusia memiliki tingkat religiusitas yang tinggi maka manusia tersebut akan takut 
melakukan tindakan yang tidak benar seperti penggelapan pajak. Mereka akan cenderung patuh 
dan taat untuk melaporkan pajak mereka. 

Tabel 6 Uji t 

 
 

5. KESIMPULAN  
 Kesimpulan dari penelitian ini adalah keadilan, budaya, love of money, dan religiusitas secara 
parsial memiliki pengaruh terhadap penggelapan pajak. Sedangkan Gender tidak berpengaruh 
terhadap penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bukti bahwa penggelapan pajak dapat dilakukan 
oleh siapa saja baik laki-laki maupun perempuan mereka mempunyai kemungkinan yang sama.  
 Saran untuk peneliti berikutnya diharapkan dapat menggunakan responden yang memiliki 
pengetahuan tentang perpajakan serta menambahkan teknik pengumpulan data bukan hanya 
dengan kuisioner saja, melainkan dengan deep interview. Serta diharapkan mamou menambahkan 
variabel lain terutama budaya yang berbeda agar dapat membandingkan karakteristik budaya dan 
para wajib pajak daerah setempat dalam memahami etika penggelapan pajak. 
. 
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